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NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA …



UNDANG-UNDANG REPUBLIK indonesia NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK indonesia , Menimbang : a. bahwa negara Republik indonesia adalah negara HUKUM berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam HUKUM dan pemerintahan dan wajib menjunjung HUKUM dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; b. bahwa demi pembangunan di bidang HUKUM sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan .Rakyat Republik indonesia NOMOR IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan HUKUM nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi HUKUM dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara; c.

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan .Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha
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    	Transcription of NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA …


        
    	1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK indonesia NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK indonesia , Menimbang : a. bahwa negara Republik indonesia adalah negara HUKUM berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam HUKUM dan pemerintahan dan wajib menjunjung HUKUM dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; b. bahwa demi pembangunan di bidang HUKUM sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan .Rakyat Republik indonesia NOMOR IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan HUKUM nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi HUKUM dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara; c.
2 Bahwa pembangunan HUKUM nasional yang demikian itu di bidang HUKUM ACARA PIDANA adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak HUKUM sesuai dengan fungai dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya HUKUM , keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian HUKUM demi terselenggaranya negara HUKUM sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945; d. bahwa HUKUM ACARA PIDANA sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad TAHUN 1941 NOMOR 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang NOMOR 1 Drt. TAHUN 1951 (Lembaran Negara TAHUN 1951 NOMOR 9, Tambahan Lembaran Negara NOMOR 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai HUKUM ACARA PIDANA , perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita HUKUM nasional; e.
3 Bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang TENTANG HUKUM ACARA PIDANA untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses PIDANA , sehingga dengan demikian dasar utama negara HUKUM dapat ditegakkan. : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia NOMOR IV/MPR/1978; 3. Undang-undang NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara TAHUN 1970 NOMOR 74, Tambahan Lembaran Negara NOMOR 2951). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK indonesia MEMUTUSKAN : Dengan mencabut : 1.
4 Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad TAHUN 1941 NOMOR 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang NOMOR 1 Drt. TAHUN 1951 (Lembaran Negara TAHUN 1951 NOMOR 9, Tambahan Lembaran Negara NOMOR 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya; 2. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain; dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka 1 dan angka 2, sepanjang hal itu mengenai HUKUM ACARA PIDANA . Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang TENTANG tindak PIDANA yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak PIDANA guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
6 6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan HUKUM tetap. b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara PIDANA ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 8. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
7 9. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara PIDANA berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, TENTANG : a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya HUKUM dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
8 11. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan HUKUM dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 12. Upaya HUKUM adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini. 13. Penasihat HUKUM adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan HUKUM . 14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak PIDANA .
9 15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. 16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 17. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 18. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
10 19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak PIDANA , atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak PIDANA itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah untuk melakukan tindak PIDANA itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak PIDANA itu. 20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
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			UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

			peraturan.bpk.go.id
			20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 21.

			   Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Badan usaha

		

	

	
				
					

		
			PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

			peraturan.bpk.go.id
			daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan ...

			   Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Milik negara

		

	

	
				
					

		
			SALINAN - peraturan.bpk.go.id

			peraturan.bpk.go.id
			Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah …

			   2015, Tahun, Tahun 2015

		

	


                
                
	
				
					

		
			PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

			peraturan.bpk.go.id
			8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT. Pasal 1 . Dalam Peraturan Menteri ini yang …

			   Tahun, Peraturan

		

	

	
				
					

		
			UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …

			peraturan.bpk.go.id
			d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

			   Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

		

	

	
				
					

		
			UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

			peraturan.bpk.go.id
			melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. 24. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. 2.

			   Nikah

		

	


                
                
	
				
					

		
			UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

			peraturan.bpk.go.id
			keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan

			   Nikah

		

	

	
				
					

		
			Draft 29 Mei 2013 - peraturan.bpk.go.id

			peraturan.bpk.go.id
			15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 16. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di

			   Pendidikan, Nasional, Standar, Standar nasional pendidikan

		

	

	
				
					

		
			PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL …

			peraturan.bpk.go.id
			Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagai pengganti PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 untuk dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun SOP AP. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi ...

			   Prosedur, Standar, Prosedur operasional standar, Operasional, Standar operasional

		

	


                
                
	
				
					

		
			SALINAN - peraturan.bpk.go.id

			peraturan.bpk.go.id
			Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan. 26. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah haI, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap

			   Kesehatan
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			PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

			hukor.kemkes.go.id
			PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 30 . TAHUN 2019 TENTANG. KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ... dimaksud dalam Pasal 2harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. …

			   Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Hukum, Menteri kesehatan republik indonesia

		

	

	
				
					

		
			BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian Hukum Dagang

			staffnew.uny.ac.id
			Selain sumber-sumber tersebut diatas, Hukum Dagang Indonesia bersumber pula pada aturan hukum yang ada di luar kodifikasi, yaitu berupa peraturan-perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di luar …

			   Indonesia, Hukum, Dagang, Hukum dagang, Hukum dagang indonesia

		

	

	
				
					

		
			Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 Sea - UNCLOS I ...

			fisip.uai.ac.id
			Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (United Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I) yang menghasilkan 4(empat) Konvensi yaitu : Konvensi tentang laut territorial dan jalur tambahan, Konvensi tentang laut lepas, Konvensi tentang landas ... kepulauan yang diajukan Indonesia .

			   Indonesia, Hukum
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